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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan R1 

No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988 

 

A. Konsonan Tunggal 

NNo HurufArab Nama Latin Nama Latin Keterangan 

 Alif - Tidak dilambangkang ا 1

 - Ba‟ B ب 2

 - Ta‟ T ت 3

 Ṡa‟ Ṡ S dengan titik di atas ث 4

 - Jim J ج 5

 Ḥa‟ Ḥ Ha dengan titik dibawah ح 6

 - Kha‟ Kh خ 7

 - Dal D د 8

 Żal Ż Zet dengan titik di atas ذ 9

 - Ra‟ R ر 10

 - Zai Z ز 11

 - Sa‟ S س 12

 - Syin Sy ش 13

 Ṣad Ṣ Es dengan titik di bawah ص 14

 Ḍad Ḍ De dengan titik di bawah ض 15

 Ṭa‟ Ṭ Te dengan titik di bawah ط 16
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 Ẓa‟ Ẓ Zet dengan titik di bawah ظ 17

 Ain „ Koma terbalik di atas ع 18

 - Gain G غ 19

 - Fa‟ F ف 20

 - Qaf Q ق 21

 - Kaf K ك 22

 - Lam L ل 23

 - Mim M م 24

 - Nun N ن 25

 - Wawu W و 26

 - Ha‟ H ه 27

 Hamzah ‟ Apostrop ء 28

 - Ya‟ Y ي 29

 

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap 

 ditulis Aḥmadiyyah : احمد يهّ

C. Ta’ Marbuṫah 

1. Transliterasi Ta‟ Marbuṫah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, 

dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”. 

Contoh: زكاة الفطر : Zakāt al-Fiṫri atau Zakāh al-Fiṫri 

2. Transliterasi Ta‟ Marbuṫah mati dengan “h” 

Contoh: جطلح Ṫalhah 

Jika Ta‟ Marbuṫah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu 

terpisah maka Ta‟ Marbuṫah itu ditransliterasikan dengan “h” 
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Contoh:روضة الجنةRauḍah al-Jannah 

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah 

terserap menjadi bahasa Indonesia 

 ditulis Jamā„ah : جماعة

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t 

نعمة اللَّ    : ditulis Ni„matullāh 

زكاة الفطر   : ditulis Zakāt al-Fiṫri 

D. Vokal 

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari 

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

NNo Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama 

11 --  َ--  
Fathah A A 

22 --  َ--  
Kasrah I I 

33 --  َ--  
Dammah U U 

 

Contoh: 

 Yażhabu – يذهب Kataba – كتب

 Żukira – ذكر Su‟ila – سئل

2. Vocal Rangkap/Diftong 

Vocal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut: 
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NNo Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan Ya‟ Ai a dan i ى ي 11

 Fathah dan Waw Au a dan u ى و 22

   

Contoh: 

حول    Kaifa :كيف : Haula 

E. Vocal Panjang (Maddah) 

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya sebagai berikut: 

NNo Tanda 

Vokal 

Nama Latin Nama 

 Fathah dan alif Ӑӑ a bergaris atas  ا 11

َ  ى 22  Fathah dan alif layyinah Ӑӑ a bergaris atas 

يَ   23  Kasrah dan ya‟ ȋĪ I bergaris atas 

وَ   34  Dammah dan wawu ȗŪ u bergaris atas 

 

Contoh: 

 Tuhibbūna :  تحبون

 al-Insān : اإلنسان

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan 

dengan Apostrof 

 a‟antum :  أأنتم

 mu‟annaṡ :  مؤنث
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G. Kata Sandang Alif + Lam 

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali 

terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaẓ jalalah yang berada di 

tengah-tengah kalimat yang disandarkan (iẓāfah) maka dihilangkan.  

Perhatikan contoh-contoh berikut ini: 

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan … 

2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan … 

3. Masyā‟ Allāh kāna wa mā lam yasya‟ lam yakun. 

4. Billāh „azza wa jalla 

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al 

 ditulis al-Qur‟ān :القران

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah 

yang mengikutinya 

 ditulis as-Sayyi„ah :السيعة

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid) 

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf 

yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir. 

Contoh: 

مد  Muhammad :  مُ 

الودّ     : al-Wudd 

I. Kata Sandang “ال” 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf 

syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l ”. 

Contoh: 

 al-Qur‟ān : القرأن

 al-Sunnah : السنة
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J. Huruf Besar/Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, 

namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa 

Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama 

diri, setelah kata sandang “al”, dll. 

Contoh: 

 al-Imām al-Gazāli :  اإنًاو انغضانٍ

 al-Sab„u al-Maṡāni :  انسثغ انًثاٍَ
Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga 

ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak 

digunakan. 

Contoh: 

نصر مناللّّ      :Naṣrun minallāhi 

لَلّ الأمرجميعا    :Lillāhi al-Amr Jamī„ā 

K. Huruf Hamzah  

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‟) atau 

apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah 

terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya 

saja 

 Ihya‟ „Ulūm al-Dīn : إحُاء ػهىو انذٍَ

L. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‟il (kata kerja), isim atau huruf, 

ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf 

Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab 

atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata 

tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh : 

 wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn : واٌ نلا نهى خُش انشاصقٍُ
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M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat 

1. Ditulis kata per kata, atau 

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut 

 .Ditulis syaikh al-Islām atau syaikhul Islām :    شُخ الإسلاو
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MOTTO 

 

 ًَٰ ٍِ وَإَِتإٌَِٓ رٌِ ٱنۡقشُۡتَ حۡسََٰ َ َأَۡيُشُ تٱِنۡؼذَۡلِ وَٱلۡإِ ٌَّ ٱللََّّ  إِ

  ٌَ ُكَشِ وَٱنۡثغٍَِِۡۚ َؼَِظُكُىۡ نؼَهََّكُىۡ تزَكََّشُو ًُ ٍِ ٱنۡفحَۡشَاءِٓ وَٱنۡ ًَٰ ػَ هَ ُۡ  ( ٠ٓ ) وَََ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, 

memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 

kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu 

dapat mengambil pelajaran”. (Q.s. An Nahl:90) 
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ABSTRAK 

Nur Huda Asyilin.2024. Politik Hukum Pencegahan Dan Pengendalian Corona 

Virus 2019 Di Kab. Pekalongan Prespektif Maqashid al - Syariah. Skripsi Fakultas 

Syariah Jurusan Hukum Tatanegara. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. 

Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Ayon Diniyanto, M.H. 

 
Pemerintah Kabupaten Pekalongan terkait Covid-19 telah menerbitkan 2 

(dua) instrumen hukum sebagai langkah pencegahan terhadap penyebaran Covid-

19, (1) Peraturan Bupati No.41 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin 

danPenegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan 

pengendalian Corona Virus Diease; (2) Peraturan Bupati No.33 Tahun 

2020Tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat 

Sehat Dan Produktif pada Masa Pandemi Corona Virus Disease. Instrumen hukum 

sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid 19 di Kabupaten Pekalongan 

untuk menyikapi wabah yang telah menyebabkan korban meninggal akibat 

COVID-19. Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau 

disebut dengan penelitian lapangan yaitu jenis penelitian yang mengkaji ketentuan 

hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam masyarakat. 

melakukan analisis tentang upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus 

2019 di Kab. Pekalongan. Peneliti akan mengkaji rumusan masalah dengan 

Peraturan Bupati serta aturan hukum terkait, memaparkan secara detail terhadap 

penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber bahan 

hukum terdiri dari bahan hukum primer dan hukum sekunder, seperti Peraturan 

Bupati Kabupaten Pekalongan No. 33 Tahun 2020, Peraturan Bupati Kabupaten 

Pekalongan No. 41 Tahun 2020. Bahan hukum dalam penelitian ini 

dikumpulkan dengan berbagai cara seperti dengan tekhnik studi dokumen dan 

teknik deskripsi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Secara fakta covid-19 

ini sangatlah berbahaya yang dapat menular secara mudah, pencegahan yang 

dianggap paling efektif adalah dengan adanya kebijakan pemerintah. Kabupaten 

Pekalongan yang menerbitkan dua intrumen hukum berupa Perbup Kab. 

Pekalongan No.41 Th. 2020 penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol 

kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 

2019. Sedangkan Perbup Bupati No.33 Tahun 2020 Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat Dan Produktif 

pada Masa Pandemi Corona Virus Diseases 2019 adalah upaya dalam memulihkan 

kondisi daerah pasca menurunnya atau setelah wabah covid yang mulai mereda. 

Kebijakan pemerintah Kabupaten Pekalongan terkait covid-19 jika dikaitkan 

dengan prinsip-prinsip dasar maqashid syariah bahwa kebijakan yang sudah 

dijalankan sudah memenuhi lima (5) aspek sesuai dengan tujuan dari maqashid 

syariah, yaitu pemeliharaan agama (hifdz al-din), memelihara jiwa, penjagaan 

terhadap akal, pemeliharaan keturunan (hifdz alnasl), Pemeliharaan harta (hifdz al-

mâl). 

 

Kata Kunci: Politik Hukum, Corona Virus 2019, Maqashid al – Syariah
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ABSTRACT 

 
Nur Huda Asyilin.2024. Legal Policy of Prevention and Control of Corona Virus 

2019 in the District. Pekalongan Maqashid al - Syariah Perspective. Sharia 

Faculty Thesis, Department of Constitutional Law. State Islamic University (UIN) 

K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Ayon Diniyanto, M.H. 

 

The Pekalongan Regency Government regarding Covid-19 has issued 2 

(two) legal instruments as preventive measures against the spread of Covid-19, 

(1) Regent Regulation No. 41 of 2020 concerning the Implementation of 

Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as an effort to prevent and 

control Corona Virus Disease; (2) Regent Regulation No. 33 of 2020 concerning 

Guidelines for Implementing Adaptation of New Habits Towards a Healthy and 

Productive Society during the Corona Virus Disease Pandemic. Legal instrument 

as an effort to prevent and control Covid-19 in Pekalongan Regency to respond to 

the outbreak which has caused victims to die due to COVID-19. This research is a 

type of empirical juridical research, or what is called field research, which is a 

type of research that examines applicable legal provisions and what happens in 

reality in society. carried out an analysis of efforts to prevent and control Corona 

Virus 2019 in the District. Pekalongan. Researchers will examine the problem 

formulation with the Regent's Regulations and related legal regulations, 

explaining in detail the research that will be carried out. In this research, the 

sources of legal materials consist of primary legal materials and secondary legal 

materials, such as Pekalongan Regency Regent Regulation No. 33 of 2020, 

Pekalongan Regency Regent Regulation no. 41 of 2020. The legal material in this 

research was collected in various ways, such as document study techniques and 

description techniques. The results of this research conclude that in fact Covid-19 

is very dangerous and can spread easily, the most effective prevention is 

government policy. Pekalongan Regency which issued two legal instruments in 

the form of the Regency Regency Regulation. Pekalongan No.41 Th. 2020 

implementation of discipline and legal enforcement of health protocols as an 

effort to prevent and control the 2019 Corona Virus Disease. Meanwhile, the 

Regent's Regional Regulation No. 33 of 2020 concerning Guidelines for 

Implementing Adaptation of New Habits Towards a Healthy and Productive 

Society during the 2019 Corona Virus Diseases Pandemic is an effort to restore 

regional conditions after the decline or after the Covid outbreak began to subside. 

The Pekalongan Regency government policy regarding Covid-19 is linked to the 

basic principles of maqashid sharia, namely that the policies that have been 

implemented have fulfilled five (5) aspects in accordance with the objectives of 

maqashid sharia, namely maintaining religion (hifdz al-din), preserving the soul, 

safeguarding towards reason, maintenance of offspring (hifdz alnasl), 

maintenance of wealth (hifdz al-mâl). 

 

Keywords: Legal Policy, Corona Virus 2019, Maqashid al – Syariah  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Pada awal tahun 2020, tepatnya bulan Januari, Indonesia mulai 

menghadapi tantangan serius dengan masuknya Covid-19 ke wilayahnya. Hal 

ini pertama kali terdeteksi ketika seorang turis asal Cina dinyatakan positif 

Covid-19 setelah mengunjungi Pulau Bali. Kejadian ini menandai awal dari 

penyebaran virus yang kemudian menjadi pandemi di Indonesia. Menghadapi 

situasi kritis ini, pemerintah Indonesia, yang berperan sebagai pembuat 

kebijakan, segera merespons dengan mengambil langkah-langkah strategis 

untuk menangani penyebaran virus secara efektif dan efisien. Langkah-langkah 

ini mencakup kebijakan bersama antara eksekutif, yang dipimpin oleh 

Presiden, dan legislatif, yang diwakili oleh DPR. Kolaborasi antara kedua 

badan pemerintahan ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan 

yang diambil dapat dijalankan dengan baik .1 

Corona virus juga menjadikan daerah Propinsi dan Kabupaten atau Kota 

mengeluarkan aturan-aturan terkait pandemic Covid 19 termasuk Kabupaten 

Pekalongan. Bupati Pekalongan mengeluarkan Peraturan No.41 pada 2020 

Tentaang Penerrapan Disiplin, dan Penegekan Hukum Protocol Kessehatan 

Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. 

Peraturan ini dibuat karena kasus Covid-19 meningkat drastis dan banyak 

                                                             
1 Wahyudin Lukman dan Malik. “TinjauanSejarah Virus Duniadan Kebijakan Hukum 

penagananCovid 19 di Indonesi”  hlm.19 
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warga di Kabupaten Pekalongan yang terpapar Covid-19. Upaya pemerintah 

yaitu dengan memonitoring dan evaluasi, memberi sanksi kepada pelanggar 

protocol keshatan, mensosiallisasikan pentingnya mencuci tangan, memakai 

masker, men-jaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobillitas. 

Kemudian, Hukuman bagi pelanggar kebijakan adalah berupa secara lisan 

(diperingatkan secara langsung oleh penegak Hukum atau tim gugus tugas), 

teguran secara tertulis sebagai upaya paksa agar warga mau menerapkan 

prokes, dengan saksi kerja social seperti menyapu atau membersihkan dana 

tau memungut sampah di tempat atau fasilitas umum.2 

Tanggal 9 April 2020 Tim Gugus Covid 19 Kab. Pekalongan mereleas 

kasus covid pertama di Kab. Pekalongan dengan 3 orang warga yang psotif 

terjangkit setelah melakukan perjalanan dari Bali dan Kota Jakarta. Tiga pasien 

ini salah satunya berasal dari Sragi dan menjalani perawatan di RSUD Kraton, 

dua pasien positif lainnya menjalani karantina mandiri dengan pengawasan 

ketat. Setelah diumumkannya kasus pertama Covid-19, Pemerintah Kabupaten 

Pekalongan mengintensifkan social distancing dan physical distancing. 

Laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan mengenai kasus covid 

19 berdasarkan kecamatan yang memiliki kasus terjangkitnya covid 19 adalah 

sebagaimana berikut: 

 

 

                                                             
2 Perbup No.41 Th. 2020 tentang PenerapanDisiplin & PenegakanHokum Prokes sebgai 

upaya pencegahandanpengendalianVirusCorona 
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Tabel.1.13 : Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan 

Kasus Covid-19 Kab. Pekalongan 

NO KECAMATAN JUMLAH KASUS 

1 KANDANGSERANG 5 

2 PANINGGARAN 11 

3 LEBAKBARANG 12 

4 PETUNGKRIONO 0 

5 TALUN 12 

6 DORO 8 

7 KARANGANYAR 13 

8 KAJEN 20 

9 KESESI 18 

10 SRAGI 10 

11 SIWALAN 4 

12 BOJONG 25 

13 WONOPRINGGO 4 

14 KEDUNGWUNI 16 

15 KARANGDADAP 5 

16 BUARAN 4 

17 TIRTO 9 

18 WIRADESA 28 

19 WONOKERTO 8 

 JUMLAH 212 

 

Data Tabel 1.1 diatas membuktikan secara jelas bahwa Pemerintah Kab. 

Pekalongan belum tegas mengenai penanganan Covid19 dengan peningkatan 

kasus kematian yang terjadi antara bulan April sampai Juli pada tahun 2021. 

Pemerintah Kab. Pekalongan sendiri terkait Covid-19 telah menerbitkan 2 

(dua) instrument hukum sebagai langkah preventif terhadap persebaran virus 

corona, instrument pertama adalah Perbup No.41 Thn. 2020 Tentang 

Penerapan Disipline dan Peneggakan Hukum Protocol Kesehatan sebagai 

upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Dieases; Intrument 

                                                             
3 Data Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan 
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hukum kedua adalah Perbup No.33Tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi 

Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat Dan Produktif pada Masa Pandemi 

virus corona.  

Besarnya persebaran virus corona di Kabupaten Pekalongan, Bupati 

Pekalongan mengumumkan, dan menerapkan system isolasi atau lockdown dan 

aturan jaga jarak (social distancing) bagi warga Kabupaten Pekalonggan. Sistem 

lockdown dan social distancing diterapkan dengan melihat kondisi sejumlah 

Kecamatan di Kabupaten Pekalongan yang terkategori zona merah dengan 

membatasi interaksi warga baik dalam kegiatan sosial ataupun keagamaan 

seperti pembatasan dan peniadaan jama‟ah sholat jum‟at serta menerapkan 

PROKES dalam rangka penanganan Covid-19 seperti menyediakan 

disinsfektan. 

Perbup tersebut pada akhirnya menjadi persoalan Hukum Islam karena 

bersinggungan dengan ketentuan Hukum Islam secara normatif, misalnya solat 

jamaah ketentuan shofnya harusnya rapat namun kebijakan penanggulangan 

corona meminta jaga jarak. Kenyataanya tingkat penerapan kebijakan tersebut 

tidak sama, ada yang benar-benar tidak jumatan, ada yang jumatan dengan 

jarak sangat lebar, ada yang jum‟atan membawa sajadah sendiri dan juga tanpa 

sajadah, berjabat tangan dan tidak berjabat tangan, diantaranya menimbang 

norma agama islam. Fenomena kebijakan pengendalian corona yang ditengah 

mmasyrakat Muslim disikapi dengan mengaitkannya dengan Hukum islam 

memunculkan pertanyan bagaimana sesungghnya perspektif Hukum islam 

tentang perda kabupaten pekalongan tersebut. 
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Kebijakan Pemerintah dalam perspektif Hukum  Islam akan menjadi 

perwujudan nilai-nilai Pancasila yaitu Berketuhanan yang maha Esa bahwa 

kebijakan pemerintah tentang apapun hendaknya memperoleh pengkajiannya 

dari sisi pandangan agama, agar kebijakan pemerintah senantiasa tidak 

bertentangan dengan nilai-nilai fundamental agama. 

Islam telah menyediakan ajaran untuk penanganan wabah, namun 

penafsiran bisa dipahami tidak selalu sama. Argumentasi secara filosofis 

tentang hukum Islam yang menentukan status Hukum perkara- perkara baru 

adalah teori maqasid syariah. Teori ini berjangkauan luas karena bersifat 

filosofis, berisi nilai-nilai tinggi yang dapat digunakan untuk mengukur status 

Hukum perkara baru menurut Hukum Islam. 

Maqāsid sendiri asal katanya adalah maqsad itu berarti tujuan, yakni 

sesuatu yang ingin dicapai oleh syariat agar kemaslahatan dapat terwujud. 

Hal ini dapat diartikan bahwa maqāsid Syariah merupakan kehendak berupa 

tujuan dari Alloh dan Rosul-Nya agar menetapkan Hukum -Hukum syar‟i. 

Maqāsid syariah tidak bias lepasdari masalah maslahah yang merupakan 

manifestasi perilaku yang ber-manfaat sesuai perintah Alloh untuk hambanya 

agar senantiasa memellihara addin (agama), Nafs(jiwa), al Aql(akal), 

keturunan, dan al maal(harta benda mereka).4 

Penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk meneliti kebijakan 

Hukum Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang mengatur pecegahan dan 

pengendlian Covid19, yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan No.41 

                                                             
4 Muhammad Mas‟um Zain, Ilmu Ushul Fiqh, (Jombang, Dār al-Hikmah, 2008) hlm.116 
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Thn. 2020 tentang penerapan disiplinedan penegakan Hukum protocol 

kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona5. Peraturan 

Bupati No.33 Thn. 2020 Tentang Pedoman Teknis New Normal pada saat 

pandemic covid-19. Peraturan ini selanjutnya akan dikaji menurut Prespektif 

Maqosid Al – Syariah untuk memperoleh pemahaman pandangan Hukum 

Islam tentang isi kebijakan pemerintah tersebut. Untuk itu penulis memilih 

judul “politik Hukum pencegahandan pengendaliancorona virus 2019 di 

Kab. Pekalongan Prespektif Maqashid al - Syariah” 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan maslaah pada penelitinan ini adalah sebagaimana berikut ini:  

1. Bagaimana Politik Hukum pencegahandan pengendalian Corona Virus 

Disease 2019 di Kabupaten Pekalongan? 

2. Bagaimana Politik Hukum pencegahan dan pengendalian CoronaVirus 

Disease 2019 di Kabupaten Pekalongan Prespektif Maqashid Al - Syariah? 

C. Tujuan Penelitiaan 

Tujuan penelitian sebagaimana rumusan masalah yang ada adalah sebagaimana 

berikut: 

1. Menganalisis Politik Hukum pencegahan dan pengendalian corona virus 

Disease 2019 di Kabupaten Pekalongan. 

2. Menganalisis pencegahan dan pengendalian corona virus Disease 2019 di 

Kabupaten Pekalongan Prespektif Maqoshid Al - Syariah. 

                                                             
5 Perbup No.41 Th. 2020 tentang PenerapanDisiplin & PenegakanHokum Prokes sebgai 

upaya pencegahandanpengendalianVirusCorona 
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D. Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Secara Teoretis 

a. Sebagai suatu penambahan wawasan keilmuan khususnya hukum 

tatanegara terkai t  Politik Hukum pencegahan dan pengedalian 

Covid 19. 

b. Mengkembangkan keilmuan tentang Hukum tata negara terkait 

Politik hukum pencegahan dan pengedalian Covid 19 dalam prespektif 

Maqoshid Al - Syariah. 

2. Manfaat secara praktis 

a. Untuk Masyarakat 

HasiI peneIitian ini agar bisa memberikan manfaat untuk 

masarakat karena mengetahui tentang hukum yang mengatur tentang 

politik Hukum penceghan dan pengendlian covid disease 19 di Kab. 

Pekalongan serta perspektifnya menurut teori maqasid syariah. 

b. Untuk Pemerintah 

Hasil penelitian ini agar bisa memberikan sumbangsih untuk 

Pemerintah sebagai referensi dalam membuat kebijakan public yang 

dikaitkan dengan Hukum Islam. 

c. Untuk DPRD 

Hasil penelitian ini, agar bias memberikan sumbangsih yang 

berguna bagi DPRD Kab. Pekalongan supaya memperoleh gambran 

tentang suaru phenomena sehingga dapat dijadikan rujukan untuk 

membuat kebijakan khususnya yang berkaitan dengan Hukum Islam. 
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E. Kerangka Teori 

1. Teori Politik Hukum  

Politik hukum menurut Moh. Mahfud MD adalah pemberlakuan 

secara resmi tentang aturan hukum secara baik guna mencapai tujuan 

negara. Kebijakan tentang aturan hukum yang diberlakukan sebagai 

pilihan atas hukum-Hukum yang akan di berlakukan dana tau tidak 

diberlakukan sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.6 

Latar belakang politik hukum merupakan langkah dalam 

memperbaharui hukum itu sendiri tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 

1945 ketika Indonesia memproklmasikan kemerdekaanya dengan dasar 

hukum berupa UUD 45 sebagai dasarnya. Tuntutan atas perubahan undang-

undang yang ditinggalkan Belanda dan Jepang, dengan adanya Proklamasi 

muncul perubahan tradisi yang ada dimasyarkat dari semula terjajah 

menjadi bangsa dan negara merdeka. Sejalan dengan hal itu yang menjadi 

goal dari hukumpun harus berubah dari memperjuangkan dan melawan 

penjajah menjadi tujuan yang mengisi kemerdekaan dengan semangat 

kebangsaan.7 

2. Maqasid Al-Syariah 

Maqasid al-syariah juga dipandang sebagai salah satu landasan dasar 

syariat Islam. Hukum Islam sendiri berdiri tegak dengan atas prinsip yang 

meniadakan kesulitan, kemaslahatan secara umum, dan mewujudkan 

                                                             
6 Moh. Mafud. “Politik Hukum Indonesia” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019 ) hlm 

1 
7 Moh. Mafud. “Politik Hukum Indonesia” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019 ) hlm 

4 
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keadilan yang menyeluruh, maka dari itu pertimbangan maslahah dan 

maqāsid al-syari‟ah hukum-hukm diistinbatkan. Prinsip yang meniadakan 

kesulitan dalam hukum Islam membuktikan syariat bertujuan untuk 

kemaslahatan untuk umat manusia dibumi.  Gagasan  dalam Hukum  Islam 

bahwa syariah diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. 

Menurut para pengusung gagasan ini, tujuan-tujuan ini dapat ditemukan 

atau disarikan dari sumber utama Hukum Islam (yaitu Quran dan Sunnah) 

dan harus senantiasa dijaga saat memutuskan perkara Hukum . Bersama 

dengan gagasan klasik lainnya yaitu mashlahah (kemaslahatan umum), 

gagasan ini mulai banyak berperan pada zaman modern.
8
 

F. Penelitian yang Relevan  

Literature terkait penelitian yang dilakukan baik dalam bentuk jurnal, 

skripsi dan tesis serta penelitian lepas ada terlalu banyak akan tetapi berbeda 

focus dengan penelitian yang sedang dilakukan, diantaranya adalah 

sebagaimana berikut:  

Tabel 1.2 Penelitian Relavan 

Penelitian Relevan 

 

Nama (Tahun) Judul Hasil Penelitian 

Nurul Afnisa tahun 2021 

dengan judul upaya 

pencegahan dan pengendalian 

Jenis penelitian menggunakan 

penelitian Hukum sosiologi Hasil 

penelitian : Peraturan Bupati No. 41 

                                                             
8 Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2013) hlm. 15-16 

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Islam
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Islam
https://id.wikipedia.org/wiki/Syariah
https://id.wikipedia.org/wiki/Mashlahah
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covid-19 di Pemerintah ROkan 

Hulu menurut Perbup No.41 

Th. 2020.9 

 

Thn. 2020 sudah berjalan namun dalam 

pelaksanaannya belum sepenuhnya 

efektif dikarenakan faktor atau kendala 

dari kebiasaan masyarakat yang sulit 

diubah seperti menjaga jarak, 

menggunakan asker, mencuci tangan. 

Kebijakan Pemerintah yang selalu 

berubah- ubah baik dari pusat maupun 

daerah menimbulkan kurangnya 

kesiapan pemerintah dalam Pencegahan 

dan Pengendalian OVID-19 dan dana 

yang terbatas. 

Yuniar Sukma Anggraini 

(2021) : Efektifitas Peraturan 

Daerah Kab. Banyumas No. 2 

Thn. 2020 tentang Pencegahan 

dan Penanggulanagan Penyakit 

di Kab. Banyumas Perspektif 

Maslahah.10 

jenis Penelitaian menggunakan metode  

induktif Hasil penelitian : penerapan 

Peraturan Daerah Kab. Banyumas No. 2 

Thn. 2020  

sudah berjalan dengan baik di Kab. 

Banyumas. Kendala dalam melakukan 

Perda ini yaitu masyarakat masih 

banyak yang mengabaikan 

                                                             
9 Afnisa, Nurul. Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 yang dilakukan oleh 

Pemerintah Rokan Hulu menurut Peraturan Bupati No. 41 tahun 2020. Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau, 2021 
10 Yuniar, Sukma Anggraini. Efektifitas Peraturan Daerah Kab. Banyumas No. 2 Tahun 

2020 tentang Pencegahan dan Penanggulanagan Penyakit di Kab. Banyumas Perspektif Maslahah 

(Studi 4 Kecamatan Kota Purwokerto). UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2021. 
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protocol kesehatan.Berdasarkan Perda 

No. 2  

Thn. 2020 hampir secarakeseluruhan 

sudahtermasuk dalam konsepsi 

maslahah 

mulai dari maslahah berdasar pada 

kegunaan hingga masalahah 

perubahannya. 

Anis Rindiani (2022) : Analisis 

Penerapan PERDA Provinsi 

Babel No. 10 Tahun 2020 

tentang Adaptasi Kebiasaan 

Baru  

dalam Pencegahan dan 

pengendalian.11 

Jenis penelitian menggunakan yuridis 

normatif Hasil penelitian : Faskes di Ds. 

Pinang Sebatang telah mengikuti 

peraturan yang dibuat oleh Pemprov 

setempat. Prokes juga dipatuhi  

oleh semua masyarakat di Ds. Pinang 

Sebatang termasuk guru, siswa, pelaku 

usaha dan  

tokoh masyarakat. 

Dirasaid, Gatot Dwi Hendro 

Wibowo, Chrisdianto Eko 

Purnomo (2022) : 

Implementasi  

Peraturan Walikota Mataram 

Metode Penelitian : Hukum normatif 

Hasil Penelitian : Penerapan disiplin 

dan penegakan Hukum protocol 

kesehatan sebagai upaya pencegahan 

dan pengendalian COVID-19 

                                                             
11 Rinidiani, Anis. Analisis Penerapan PERDA Provinsi Babel No. 10 Tahun 2020 tentang 

Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Ds. Pinang 

Sebatang. Viva Themis; Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 5(2), 99-112 
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No.34 Tahun  

2020 dalam Pencegahan dan 

Pengendalian COVID-19.12 

dengan melibatkan unsur terkait seperti 

TNI, POLRI, DISHUB, BPDB 

Kecamatan atau kelurahan, dan lain-

lain. Pemerintah Kota 

Mataram mendukung kesadaran dan 

kepatuhan  

masyarakat untuk melaksanakan 

protocol  

kesehatan dalam melaksanakan 

aktivitasnya 

serta pengamanan dan penanganan yang 

dilakukan secara konsisten, efektif, 

efisien  

dan berkesinambungan. 

Sri Ayu Irawati, Nurfa Anisa 

(2022) : Efektifitas  

Peraturan BupatiNo. 5 Tahun 

2020 tentang Penerapan 

Disiplin dan  

penegakan Hukum Protocol 

Kesehatan sebagai Upaya 

Pencegahan  

Metode Penelitian Wawancara Hasil 

Penelitian  

: Langkah yang diambil untuk 

mencegah  

penyebarluasan virus yaitu dengan 

menerapkan tindakan pembatasan akses 

transportasi keluar  

masuk Papua (Lockdown). Langkah ini 

                                                             
12 Wibowo, Gatot Dwi Hendro, and Chrisdianto Eko Purnomo (2022). Implementasi 

Peraturan Walikota Mataram No.34 Tahun 2020 dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. 

Jurnal Education and Development 10.3 (2022);771-781 
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dan Pengendalian COVID-19 

Di Jayapura.13 

diambil dengan memprioritaskan 

wilayah adat La Pago  

dan Mee Pago karena keterbatasan 

fasilitas  

kesehatan dan tenaga kesehatan di 

wilayah  

tersebut.  

 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada, dari beberapa 

studi penelitian tentang pencegahan dan pengendalian virus corona 2019 

secara perbedaan terletak pada metode penelitian yang digunakan, dalam 

penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis empiris sedangkana pada 

penelitian yang lain kebanyakan menggunakan metode penelitian yuridis 

normative. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau 

disebut dengan penelitian lapangan yaitu jenis penelitian yang mengkaji 

ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan 

dalam masyarakat.14 Penelitian jenis ini dengan kata lain yaitu suatu 

                                                             
13 Irawati, Sri Ayu, and Nurfa Anisa. Efektifitas Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2020 tentang 

Penerapan Disiplin dan penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan 

Pengendalian COVID-19 di Kabupaten Jayapura. Dikmas; Jurnal Pendidikan Masyarakat dan 

Pengabdian 2.1 2022); 213-222. 
14 Suharsimi Arikunto “Prosedur Penelitiaan Suatu Pendekatan Praktek” ( Jakarta, Rineka 

Cipta, 2012 ) hlm. 126 
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penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata 

yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan 

menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang 

dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang 

pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.15 

Peneliti menggunakan jenis dan pendekatan sebagaimana diatas 

karena untuk melakukan analisis tentang langkah pemerintah Kab. 

Pekalongan tenatng upaya dalam mencegah dan mengendalikan virus 

corona di Kab. Pekalongan.  

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan 

pendekatan penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman 

secara mendalam terhadap suatu masalah, dalam hal ini yaitu pencegahan 

dan pengendalikan virus corona di Kab. Pekalongan perspektif maqoshid 

al syariah. 

Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui 

pengumpulan data, analisis, dan kemudian diinterpretasikan yang biasanya 

berhubungan dengan masalah sosial.16 

 

 

                                                             
15 Bambang Waluyo “Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta” ( Sinar Grafika, 2002 ) 

hlm. 15 
16 Albi Anggito & Joan Setiawan, “Metodologi Penelitian Kualitatif” ( Sukabumi: CV 

Jejak, 2018 ), 9. 
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3. Sumber Bahan Hukum  

Sumber bahan Hukum dalam penelitian ini adalah menggunakan 

sumber Hukum yang dibagi antara bahan Hukum pimer dan bahan Hukum 

sekunder. Berikut bahan Hukum nya: 

a. Bahan Hukum Primer 

1) UUD NKRI 1945, 

2) Perpres No. 82 Tahun 2020 tentang Komitepenanganan COVID-19 

dan Pemulihan Ekonomi Nasional. 

3) Kepres No. 11 Tahun 2020 tentang Penatapan KedaruratanKesehatan 

Masyarakat COVID-19. 

4) Kepres No. 12 Thn. 2020 tentang Bencana Nonalam Penyebaran 

COVID-19 sebagai Bencana Nasional. 

5) Inpres No. 6 Thn. 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan 

Hukum   Protocol   Kesehatan  dalam Pencegahan danPengendalian 

COVID-19. 

6) Surat Edaran Kemekes  RI  H.K. 02.01/MENKES/202/2020 tentang 

Protocol Isolasi Diri Sendiri dalamPenanganan COVID-19. 

7) Instruksi MENDAGRI No. 4 Thn. 2020 tentang Pedoman Teknis 

Peraturan Kepala Daerah dalam Rangka Penerapan Disiplin dan 

Penegakan Hukum Protocol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan 

danPengendalian COVID-19. 

8) Perbup Kab. Pekalongan No. 33 Tahun 2020 

9) Perbup Kab. Kabupaten Pekalongan No. 41 Tahun 2020 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

Merupakan sumber data atau bahan hukum diluar bahan hukum 

primer sebagai penjelas atau memberikan keterangan atas hukum atau 

bahan hukum primer.17 Sumber hukum sekunder berasal dari teori-teori, 

pendapat hukum, doktrin-doktrin yang diperoleh dari artikel ilmiyah, 

penelitian yang relevan, skripsi dan jurnal serta lain sebagainya yang 

berkaitan dan bias menjadikan data penelitian ini menjadi jelas dan 

valid.  

c. Teknik pengumpulan data 

1) Wawancara  

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang 

dengan melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari 

orang lain dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan tujuan 

tertentu.18 Teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan 

informasi terkait virus corona 2019 di Kab. Pekalongan. 

2) Dokumentasi 

Pengumpulan data dengan teknik seperti melakukan beberapa 

langkah seperti inventarisasi, klasifikasi, kategorisasi dan analisis 

bahan Hukum. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data 

terkait peraturan undang-undang yang relevan untuk dipergunakan 

didalam penelitian ini, seperti UUD 1945, Perbup. No. 33 Tahun 

                                                             
17 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Depok: Rajawali 

Press, 2021) hlm. 119 
18Dedy Mulyana, “Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan 

Ilmu Sosial Lainnya” (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 180. 
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2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru 

Meuju Masyarakat Sehat dan Produktif pada Masa Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 di Kabupaten Pekalongan, Peraturan Bupati 

Kabupaten Pekalongan No. 41 Thn. 2020 tentang Penerapan 

Disiplin dan Penegakan Hukum Protocol Kesehatan sebagai Upaya 

Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease di Kabupaten 

Pekalongan.19 

d. Tekhnik Anlisis Data 

Tekhnik analisis data merupakan sebuah process dalam mencari 

data, menyusunnya dengan terstruktur seperti data hasil wawncara, field 

note, dan documentasi, selanjutnya dikategorisasi, dijabarkan kedalam 

unit-unit yang kemudian dilakukan sintesis dalam pola yang akan 

dipelajari dan kemudian dibuat sebuah kongklusi yang dapat dipahami 

oleh peneliti ataupun orang yang membacanya atau yang 

berkepentingan.  

Tekhnik analisis data yang dipergunakan bersifat analisis induktif. 

Analisa data secara induktif sendiri merupakan penarikan kesimpulan 

dari fakta-fakta yang bersifat khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan 

secara umum. Langkah yang ditempuh dalam analisa induktif adalah 

sebagaimana berikut:  

 

 

                                                             
19 Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum” (Mataram: Mataram University Press,2020) 

hlm.19 



 

 

18 

 

1) Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan 

mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan 

hasil observasi dan wawancara dengan dilakukan pencatatan data dan 

berbagai bentuk data yang ada di lapangan. 

2) Reduksi Data 

Sesuai dengan karakteristik pendekatan yang dipakai, peneliti 

menggunakan teknik interaktif sebagai rujukan menganalisa bahan 

Hukum nya. Teknik interaktif ada reduksi data, penyajian data dan 

tentunya adalah menarik kesimpulan. Reduksi data sendiri 

menggolongkan, mengarahkan dan tidak menggunakann yang tidak 

penting bisa menggabungkan informasi yang diperoleh,sedangkan 

penyajian dataitu dengan bagan, tabel, grafik dan lain-lain.20  

3) Display Data 

Milles dan Huberman berpendapat bahwa dalam diplay data 

peneliti menyajikan sebuah data yang bersifat kualitatif berupa teks 

yang berisfat narasi. Peneliti mereduksikan data dalam sebuah 

laporan secara sestematis berupa data naratif terkait upaya 

pencergahan dan pengendalian corona virus 2019 di Kab. 

Pekalongan.21 

 

 

                                                             
20 Milles  dan Huberman “AnalisisData  Kualitatif” ( Jakarta : Universitas  Indonesia  

Press,1992) hlm.16 
21 Milles  danHuberman,  AnalisisData  Kualitatif… 
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4) Pengambilan Kesimpulan 

Dalam penelitian ini data yang telah diproses dengan 

langkah-langkah seperti di atas, kemudian ditarik kesimpulan secara 

kritis dengan menggunakan metode induktif dari hal-hal yang bersifat 

khusus untuk memperoleh kesimpulan umum yang objektif. 

Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi dengan cara melihat 

kembali pada hasil reduksi dan display data sehingga kesimpulan 

yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian yaitu 

mengenai upaya dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 di 

Kabupaten Pekalongan. 

H. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terdiri dari beberapa bab dan sub bab, agar setiap 

pembahasan dalam penalitian ini tersusun secara rapi dan sistematis. 

Adapun sistematikapada penelitian ini antar lain : 

Bab Pertama Pendahuluan, membahas tentang latar belakang masalah 

terkait isu yang diteliti, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

kerangka teoritik, penelitian relevan, metode penelitian, sistematika 

penulisan. 

Bab Kedua, teori Politik Hukum yang berisi dua sub bab, sub bab 

pertama membahas mengenai Politik Hukum Pencegahan dan 

Pengendalian Corona Virus Disease 2019 ( Covid 19 ) dan sub bab kedua 

tentang maqasid syariah yang membahas pengertian Maqasid Syariah, dasar 

hukum Maqashid al- Syariah, Prinsip-prinsip Maqashid Syariah. 
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Bab Ketiga, Politik Hukum Pencegahan dan Pengendalian Corona 

Virus Disease 2019 ( Covid 19 ) di Kabupaten Pekalongan dua sub bab, sub 

bab pertama membahas mengenai Covid-19 yang berisi tentang penyebaran, 

dan pencegahan dan sub bab kedua tentang peraturan bupati Kab. 

Pekalongan yang bebrisi tentang Perbup. No.41 dan Perbup No.33 tahun 

2020 

Bab keempat, Politik Hukum Pencegahan dan Pengendalian Corona 

Virus 2019 di Kabupaten Pekalongan Prespektif Maqashid Al - Syariah 

terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama tentang Politik Hukum pencegahan 

dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 ( Covid 19 ) di Kabupaten 

Pekalongan. Sub bab kedua berisi Politik Hukum Pencegahan Dan 

Pengendalian Corona Virus Disease 2019 ( Covid 19 ) di Kabupaten 

Pekalongan Prespektif Maqosid Al – Syariah  

Bab kelima Penutup, kesimpulan dan saran bagi pihak-pihak yang 

terkait.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Secara fakta covid-19 ini sangatlah berbahaya yang dapat menular 

secara mudah, pencegahan yang dianggap paling efektif tidak hanya terbatas 

pada orang perorangan akan tetapi pada badan usaha, pelaku usaha dan 

tempat/sarana fasilitas umum dari masing-masing subjek hukum dalam 

Peraturan Bupati untuk taat terhadap aturan pemerintah tentang protocol 

kesehatan serta kebijakan-kebijakan yang diatur di dalamnya seperti 

kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB guna agar menjaga 

bersama-sama hak hidup masyarakat secara luas. 

Kebijakan pemerintah Kabupaten Pekalongan yang menerbitkan dua 

intrumen hukum berupa Perbup Kab. Pekalongan No.41 Th. 2020 penerapan 

disiplin dan penegakan Hukum protocol kesehatan sebagai upaya pencegahan 

dan pengendalian Corona Virus Disease 2019. Sedangkan Perbup Bupati 

No.33 Thn. 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru 

Menuju Masyarakat Sehat Dan Produktif pada Masa Pandemi Corona Virus 

Diseases 2019 adalah upaya dalam memulihkan kondisi daerah pasca 

menurunnya atau setelah wabah covid yang mulai mereda. 

Kebijakan pemerintah Kabupaten Pekalongan terkait covid-19 jika 

dikaitkan dengan prinsip-prinsip dasar maqashid syariah bahwa kebijakan 

yang sudah dijalankan sudah memenuhi lima (5) aspek sesuai dengan tujuan 

dari maqashid syariah, yaitu pemeliharaan agama (hifdz al-din), memelihara 
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jiwa, penjagaan terhadap akal, pemeliharaan keturunan (hifdz alnasl), 

Pemeliharaan harta (hifdz al-mâl). 

Kebijakan yang diatur pemerintah dengan menstabilkan ekonomi, 

pendidikan masyarakat, politik, dan lainnya merupakan upaya/langkah 

pemerintah dalam rangka menjaga keturunan agar tetap utuh. Artinya politik 

Hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan covid-19 adalah 

langkah yang tepat.  

B. Saran 

1. Bagi Pemerintah 

Kebijakan yang diambil hendaknya dimplementasikan tepat sasaran, tepat 

guna dan merujuk pada nilai-nilai dasar pancasila dengan kesejahteraan, 

keadilan dan lebih tegas dalam upaya penerapan Peraturan Bupati 

2. Bagi Masyarakat 

Hendaknya masyarakat mematuhi aturan yang telah diterbikan oleh baik 

pemerintah pusat ataupun daerah khususnya Peraturan Bupati Kabupaten 

Pekalongan demi kebaikan bersama dan segera selesaianya covid-19. 

3. Bagi DPRD 

Pembuatan peraturan harus dipercepat mengingat kondisi darurat yang 

disebabkan oleh penyebaran Virus Corona (Covid-19), yang telah 

menyebabkan banyak korban. Dalam situasi krisis seperti ini, respons yang 

cepat dan tepat dari pemerintah sangatlah penting untuk mengurangi 

dampak negatif dan melindungi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, 

percepatan dalam pembuatan peraturan menjadi krusial agar langkah-



 

 

77 

 
 

langkah penanganan, seperti penerapan protokol kesehatan, pembatasan 

sosial, dan distribusi sumber daya medis, dapat segera dijalankan secara 

efektif. 
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